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PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian
Konsep efektivitas sendiri merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan (Daft, 2007:12. Dalam buku Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Donni Juni Priansa & Agus Garnida, 2019). (Akmal 2006:36. Dalam buku Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Donni Juni Priansa & Agus Garnida, 2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. (Gie 2000:24. Dalam buku Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Donni Juni Priansa & Agus Garnida, 2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. (Gibson 2000:28. Dalam buku Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Donni Juni Priansa & Agus Garnida, 2019) menyatakan efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.


Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara konstan meningkatkan akselerasi dari globalisasi yang merupakan perpaduan dari perubahan cara berbisnis dan bermasyarakat, serta memberikan perubahan besar terhadap pertukaran informasi antara pemerintah suatu negara  dengan negara lain (Wirtz dan Daiser, 2015:3. Dalam buku Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, 
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dan Aplikasinya. Amy Y.S. Rahayu & Vishnu Juwono). Hal ini mengisyaratkan bahwa hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik pada aspek yang sifatnya pribadi maupun publik, tak terkecuali dalam lingkungan pemerintahan. Teknologi pada masa sekarang ini juga masuk ke dalam ranah pemerintahan dan birokrasi. Fenomena ini sering disebut juga dengan e-government. Penerapan e-government yang dilakukan secara efektif diyakini mampu memperbesar potensi pemerintah untuk menjalankan fungsinya (United Nations 2014:141. Dalam buku Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Amy Y.S. Rahayu & Vishnu Juwono, 2019).
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E-Government dapat diartikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam menjalankan pemerintahan, terutama untuk menigkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas pelayanan publik, serta tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan layanan masyarakat (Spirakis dan Nikolopoulos 2010;75. Dalam buku Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Amy Y.S. Rahayu & Vishnu Juwono, 2019). Pada pengertian ini, e-government menjadi sebuah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Adanya e-government juga menjadi suatu fenomena penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut mendukung konsep e-government yang diungkapkan oleh (Chausho dan Ismili 2015:15. Dalam buku Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Amy Y.S. Rahayu & Vishnu


Juwono, 2019). E-government diartikan sebagai penggunaan teknologi dan informasi (TIK) dalam meningkatkan pelayanan pemerintah (Chaushi dan Ismail, 2015:54. Dalam buku Birokrasi & Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya. Amy Y.S. Rahayu & Vishnu Juwono, 2019). Pada pengertian ini e-government diartikan secara lebih sederhana melalui tiga kata kunci, yaitu pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan layanan.
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Pemerintah menggunakan teknologi sebagai sarana pendukung dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon yang berusaha meningkatkan pelayanannya dalam proses kenaikan pangkat yang dulunya masih secara manual, sekarang sudah menggunkan aplikasi berbasis elektronik.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon sendiri adalah dinas yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  serta kewenangan di  bidang  kepegawaian,  dituntut  untuk  mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan administrasi kepegawaian (khususnya di Kota Cirebon) melalui Innovation Government dan  Electronic  Government.
Badan Kepegawaian Negara (BKN)  meluncurkan  aplikasi  berbasis  elektronik  yang bernama Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT), yang kemudian di kelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon untuk membantu proses kenaikan pangkat secara elektronik agar lebih efektif dan efisien.
Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penyebab tidak efektivnya pelayanan kenaikan pangkat dalam penggunakan aplikasi sistem pelayanan kenaikan pagkat ini karena ditemukannya beberapa kendala yaitu gangguan koneksi internet yang terkadang bermasalah akibat terkena petir. Faktor yang terpenting dalam mewujudkan layanan E-Government  yaitu  adanya  sumber  dana  untuk  hardware  dan  software  yaitu  anggaran  dari APBD  sebesar  Rp.  20.000.000,00.  Indikator  ketiga  yaitu  SDM  yang  ada  untuk  pelaksana aplikasi   SIPEKAT   masih   terdapat   beberapa   yang   tidak   sesuai   dengan   latar   belakang pendidikannya.  Akan tetapi,  dengan  diberikannya  pendidikan  dan  pelatihan  khusus  oleh Kepala  BKD  Sidoarjo  saat  ini  SDM  yang  ada  telah  berkompeten  untuk  merealisasikan perkembangan pelayanan berbasis online di BKD Sidoarjo. Indikator keempat adanya data dan informasi yang diberikan oleh BKD Sidoarjo dalam layanan SIPEKAT yaitu data internal yang dimiliki  oleh  Bidang  Mutasi  di  BKD  Sidoarjo  yaitu  adanya  digitalisasi  dokumen,  dokumen yang dimaksut yaitu arsip-arsip kepegawaian bagi seluruh PNS Sidoarjo yang berupa soft file.
Ada pun permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon, masalah tersebut, diantaranya:
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1. Faktor pertama yang menyebabkan permasalahan dalam penggunaan aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) dalam proses
kenaikan pangkat adalah para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengerti tentang penggunaan teknologi.
2. Faktor kedua yang menyebabkan permasalahan dalam penggunaan aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) dalam proses kenaikan pangkat adalah masih ditemukannya beberapa berkas yang tertinggal atau tidak terdata dalam proses usulan.
3. Prosedur dan tahapan-tahapannya masih belum dimengerti oleh para pegawai.
Dalam pembahasan di atas yang telah dijelaskan, penulis tertarik membuat judul skripsi  yaitu “Efektivitas Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon”
1.2. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon belum optimal.
1. Bagaimana efektivitas pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon untuk mengatasi masalah pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT).
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui  sejauh mana efektivitas pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon untuk mengatasi masalah pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT).
1.3.2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini  mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya kajian pada bidang Mutasi dan Promosi Jabatan.
b. Untuk menambah literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Publik terutama yang berkaitan dengan pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.
2. Kegunaan Praktis
a. Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bermanfaat kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon untuk dapat mengoptimalkan sistem pelayanan kenaikan pangkat dalam menggunakan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT).
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b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para Aparatur Sipil Negara dalam penggunaan Aplikasi Sistem Elektronik Pelayanan Kenaikan Pangkat (SEPAKAT) di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon.

